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ABSTRAK 
Masyithah Utrujjah Dwi Natsir (B11109006), Status Hukum Hak 
Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) oleh Masyarakat dan 
Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong dengan 
Bimbingan Abrar Saleng dan Sri Susyanti Nur.   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
status penguasaan tanah timbul (Aanslibbing) oleh masyarakat di 
Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan untuk 
mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah setempat dalam 
pemanfaatan tanah timbul (Aanslibbing) yang ada di Kelurahan 
Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 
Penulis dalam menganalisis permasalahan ini melalui hasil 
observasi dan wawancara dengan pihak yang dapat memberikan 
informasi terkait dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh 
diolah untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 
Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, 
antara lain: 1) Status penggunaan tanah timbul oleh masyarakat di 
Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagian 
besar telah menjadi hak milik dengan kepemilikan sertifikat tanah dari 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dan sebagian lainnya 
masih dalam proses penyelesaian sertifikat; 2) Pemerintah daerah Kota 
Makassar telah membuat kebijakan yang baik atas pemanfaatan tanah 
timbul di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 
Hal ini terbukti oleh dibuatnya sarana atau fasilitas umum untuk warga 
setempat pada khususnya, serta warga daerah kota Makassar pada 
umumnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
        Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta salah satu 
sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat  
manusia. Kenyataan  sejarah  menunjukkan  bahwa  kelangsungan  hidup  
manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial  
senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya  
dengan  cara  melakukan  hubungan  dan memanfaatkan  sumber  daya  
tanah,  baik  yang  ada  diatas  maupun  yang  ada di dalam tanah. 
         Hubungan manusia dengan tanah, bukan hanya sekedar tempat 
hidup bagi manusia tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya 
bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam untuk 
didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi 
kebutuhan hidup manusia. Indonesia  sebagai negara agraris, tanah 
merupakan kebutuhan yang tidak dapat  dilepaskan  dari  masyarakat  
terutama  masyarakat  dipesisir  pantai  baik sebagai  petani  kebun  
kelapa,  nelayan  ataupun  usaha  lainya  dalam  rangka pemenuhan  
kebutuhan  hidup dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. 
         Hubungan antara manusia dengan tanah sepanjang sejarah terjadi 
dalam 3 (tiga) tahap berikut ini : 
Tahap pertama, yaitu tahap dimana manusia  memperoleh kehidupannya  
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dengan cara memburu binatang, mencari buah-buahan hasil hutan, 
mencari ikan di sungai atau  di danau, mereka hidup tergantung dari 
persediaan hutan, mereka hidup mengembara dari tempat yang satu ke 
tempat yang lain. 
Tahap kedua yaitu bahwa pada tahap  ini  manusia sudah  mulai  
mengenal cara  bercocok  tanam.  Manusia  mulai  menetap  di  suatu  
tempat tertentu selama menunggu hasil tanaman. Ikatan terhadap 
tanahpun semakin erat oleh karena cara beternak yang dikenal manusia 
dan bersamaan dengan pengenalan cara bercocok tanam. 
Tahap  ketiga  yaitu  tahap  dimana  manusia  mulai  menetap  di  
tempat tertentu  dan  tidak  ada  lagi  perpindahan  periodik.  Manusia  
sudah  mulai  terikat pada  penggunaan  ternak  untuk  membantu  usaha-
usaha  pertanian.  Untuk kelangsungan  hidupnya  sudah  mulai  dari  
hasil  pertanian  dan  peternakan.  Juga pada tahap ini manusia mulai 
terjamin hidupnya dengan mengandalkan hasil-hasil pertanian  dan  
peternakan  daripada  hidup  mengembara,  mulai  juga  merasakan 
adanya  surplus  hasil-hasil  produksi,  corak  pertanian,  mengelola  
sendiri, menunggu hasil pertanian untuk jangka waktu yang lama. Pada 
saat ini manusia mulai menetap dan mengenal dan mengenal 
pertukangan1. 
 
 
1Djamanat samosir, Hukum Adat Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hal . 99.  
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         Selanjutnya keadaan  manusia  terus  berkembang  sejalan  dengan  
perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Hubungan itu bahkan 
menjadi semakin rumit. Sebagai  akibat dari pertumbuhan  jumlah 
penduduk, perpindahan penduduk  pesatnya  pembangunan  seiring  
dengan  perkembangan zaman. Sedangkan pada sisi lain luas tanah dan 
kekayaan alam yang dikandungnya relatif tetap  dan  terbatas  jika  
dibandingkan  dengan  persentase  perpindahan  penduduk tinggi dan 
jumlah penduduk yang semakin meningkat. Oleh  sebab  itu  perlu  
adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  masalah pertanahan.  Yang  
mana  aturan  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan  
seluruh  umat  manusia  dan  terjaminnya  kepastian  hukum  di  bidang 
pertanahan.  
         Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, Indonesia telah memiliki 
ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang  pertanahan  yaitu  dalam   
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  
Agraria yang selanjutnya disebut UUPA, Sebagai peraturan dasar, UUPA  
hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis 
besarnya berupa hukum pertanahan nasional. UUPA ini merupakan  
implementasi dari Pasal 33  ayat (3) UUD 1945 yang  memberi  landasan  
bahwa  bumi,  air  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung di dalamnya  
dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas dengan Pasal  2  UUPA  mengenai  
hak menguasai dari Negara.  
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Penjelasan umum UUPA secara rinci bertujuan : 
1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, 
yang merupakan  alat  untuk  membawa  kemakmuran,  kebahagiaan  
dan keadilan  bagi  negara  dan  rakyat  dalam  rangka  masyarakat  
adil  dan makmur; 
2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan dalam hukum pertanahan; 
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya2. 
Kepastian hukum  hak-hak atas tanah, khususnya menyangkut 
kepemilikan tanah dan penguasaannya akan memberikan kejelasan  
mengenai orang atau badan hukum  yang  menjadi  pemegang  hak  atas  
tanah,  maupun  kepastian  mengenai letak, batas -batas, luasnya dan 
sebagainya. 
         Mengenai  kepastian  tersebut    sangat  besar  artinya  terutama  
kaitannya dalam perencanaan pembangunan suatu daerah, pengawasan 
pemilikan tanah dan penggunaan tanah. Untuk  mencapai  tujuan  
tersebut,  berdasar  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA, kewenangan  negara  
dalam  bidang  pertanahan   mempunyai  hak  menguasai seluruh wilayah   
 
 
 
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah, klaten,  
intan sejati, 2007, Hal. 219 
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Republik  Indonesia  terhadap bumi, air dan ruang angkasa  serta 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dengan wewenang untuk : 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan  
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.3  
 
Ketentuan  Pasal  2  tersebut  di  atas  merupakan  negara  dalam  
pengertian sebagai  suatu organisasi kekuasaan dari  seluruh rakyat untuk  
mengatur  masalah agraria  (pertanahan).  Kedudukan  negara  sebagai  
penguasa  (Hak  menguasai  dari negara)  tersebut  tidak  lain  adalah  
bertujuan  untuk  mencapai  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam 
rangka masyarakat adil dan makmur. Dalam kerangka tersebut negara  
diberi  kewenangan  untuk  mengatur  mulai  dari  perencanaan, 
penggunaan,  menentukan  hak-hak  yang  dapat  diberikan  kepada  
seseorang, serta mengatur hubungan  hukum antara orang-orang serta 
perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.4 
 
3Suhanan Yosua, Hak Atas Tanah Timbul ( Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum 
Pertanahan Indonesia, Restu Agung, Jakarta, 2010,  Hal. 38.  
 
4Herawan Sauni, Politik Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Kampus USU, 2006,  
Hal. 125. 
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         Secara  umum,  penguasaan  tanah  dapat  dibedakan  menjadi  
dua,  yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah Negara adalah tanah yang 
telah dikuasai suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan  
perundangan  yang  berlaku (tanah  yang belum  dihaki  dengan  hak  
perorangan),  sedang  tanah  hak  adalah  tanah  yang dipunyai oleh 
perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai 
dengan  ketentuan  yang  berlaku,    hanya  terhadap  tanah  negara  saja  
yang  dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan 
berdasar proses tertentu. 
Tanah negara yang dapat dimohon menjadi tanah hak dapat berupa : 
1. Tanah  negara  yang  masih  kosong  atau  murni,  tanah  negara  yang 
dikuasai langsung dan belum dibebani hak suatu apapun. 
2. Tanah  yang  habis  jangka  waktunya,  karena  hak  guna  bangunan, 
hak guna usaha, hak pakai mempunyai masa berlaku yang terbatas, 
dengan lewatnya  jangka  waktu  berlakunya  maka  hak  atas  tanah  
tersebut menjadi  hapus  dan  tanahnya  menjadi  tanah  negara.  
Bekas  pemegang hak  dapat  memohon  perpanjangan  jangka  waktu  
itu  atau  memohon hak yang baru diatas tanah itu. 
3. Tanah negara yang berasal dari pelepasan hak oleh pemiliknya secara 
sukarela,  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  melepaskan  haknya  
dan dengan dilepaskannya hak itu maka tanah yang bersangkutan 
menjadi tanah negara5. 
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         Penjabaran  Pasal  33 ayat (3) mengenai hak menguasai tanah oleh 
negara diatur  lebih  lanjut  kedalam  Pasal  2  UUPA.  Kata  “menguasai”  
mempunyai  arti yaitu: 
1. Menguasai secara fisik adalah orang yang telah  menguasai  tanahnya 
secara  fisik, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban 
terhadap tanah tersebut, misalkan haknya untuk  membangun rumah, 
2. Hak  menguasai  secara  yuridis,  adalah  penguasaan  atas  tanah 
yang didasarkan pada haknya dan secara yuridis dilindungi oleh 
hukum. Pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi 
kebutuhan tanah, luas  tanah  tidak  sebanding  dengan  pertambahan  
jumlah penduduk akan berdampak pada perselisihan dalam  
menguasai  hak  penguasaan  atas  tanah tersebut.  Salah  satu  hal  
yang  belum  di  jabarkan,  adalah  terjadinya  penguasaan tanah 
timbul oleh masyarakat yang muncul di  pesisir pantai Sulawesi, 
khususnya di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota 
Makassar. Munculnya perluasan daratan karena surut (volume air  
berkurang), sedimentasi sungai Jeneberang yang terletak sebelah kiri 
dari muara sungai je’neberang dengan luas kurang lebih 10 ha 
merupakan  sumber  daya  alam  baru yang  secara  ekonomis  
potensial  untuk  usaha,  pertanian, industri   ataupun  stadion untuk  
kegiatan olahraga  yang dapat menimbulkan penguasaan dan 
pemilikan atas tanah timbul tersebut.  
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            Masyarakat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota 
Makassar pada awalnya  membuat  tempat  tinggal  di  pesisir  pantai,  
untuk  memenuhi  kebutuhan hidup mereka pun menekuni berbagai 
pekerjaan. Pada awalnya, sebagaian besar masyarakat bekerja sebagai  
nelayan, namun akibar bertambahnya luas tanah timbul tersebut, 
masyarakat pun memanfaatkan sebagian lahannya untuk bercocok tanam 
seperti sayur-sayuran, menjemur ikan, dan membuat perahu nelayan. 
Daerah  pesisir  pantai  dari  tahun  1970-an  sampai  sekarang  ini 
mengalami proses daerah peralihan  antara  ekosistem  laut  dan  darat,  
semakin  jauh  jaraknya (daratan  semakin  luas)  dikarenakan  terjadinya  
sedimentasi.  Jumlah  nelayan  di Kelurahan  Barombong pun  mulai  
menurun  dan  merubah  mata  pencaharian  sebagai pedagang  
semenjak  Gubernur  Provinsi  Sulawesi Selatan membuat proyek objek 
wisata dan sejak tahun 2012 pemerintah membuat satu proyek lagi yaitu 
pembuatan stadion olahraga sehingga pemerintah melakukan perluasan 
area dengan penimbunan (reklamasi pantai). Hal ini menjadikan status 
penguasaan dan pemanfaatan area tanah timbul (aanslibbing) menjadi 
tumpang tindih dilihat dari tidak jelasnya penguasaan tanah tersebut. 
Banyaknya sengketa mengenai status kepemilikan dan pemanfaatan 
tanah tanpa sertifikat serta upaya pemerintah yang tidak maksimal dalam 
menangani fenomena ini.  
        Oleh  karena  itu  diperlukan  aturan  hukum  yang  mengatur  
mengenai  penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul. Masalah hak  atas  
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tanah  khususnya  yang  berkenaan  dengan  tanah  timbul merupakan  
salah  satu  hal  yang  sangat  penting  karena  menyangkut  kepastian 
hukumnya. Dengan adanya  jaminan kepastian hak atas tanah timbul 
akan mampu mencegah timbulnya keresahan sosial sehingga diharapkan  
mampu  menciptakan suasana  yang  menguntungkan  bagi  kelanjutan  
pelaksanaan  pembangunan  di segala bidang, khususnya di  bidang 
pertanahan. Penguasaan  atas  tanah  timbul  yang  dilakukan  oleh  
masyarakat  hanya  menguasai  tanah  timbul tersebut  secara  fisik  saja.  
Sedangkan  penguasaan  secara  yuridis  belum  mereka dapatkan  
karena  semua  itu  berkaitan  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  kota 
Makassar.  Padahal  penguasaan  secara  yuridis  umumnya  memberi  
wewenang kepada  pemegang  haknya  untuk  menguasai  secara  fisik  
tanahnya.  Jadi  tidak semua  penguasaan  secara  yuridis  atas  tanah  
memberi  wewenang  kepada pemegang  haknya  untuk  meguasai  
secara  fisik  tanahnya,  karena  yang  namanya penguasaan  secara  
yuridis  tidak  selalu  diikuti  dengan  penguasaan  secara  fisik tanahnya. 
 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana status penguasaan tanah timbul (Aanslibbing) oleh 
masyarakat di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota 
Makassar?  
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2. Bagaimana  kebijakan pemerintah setempat dalam pemanfaatan 
tanah timbul (Aanslibbing) yang ada di Kelurahan Barombong, 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana status penguasaan tanah timbul 
(Aanslibbing) oleh masyarakat di Kelurahan Barombong, 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar  
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah setempat 
dalam pemanfaatan tanah timbul (Aanslibbing) yang ada di 
Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 
1. Dapat dijadikan referensi baru bagi para pihak termasuk kalangan 
akademisi dan praktisi yang ingin mengembangkan ilmu 
pengetahuan mana penulis  sangat  berharap  agar  penelitian  
skripsi  ini  memberikan gambaran dengan jelas mengenai status 
hak tanah timbul (Aanslibbing). 
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2. Secara  praktis,  agar  masyarakat  mengetahui  tentang  
fenomena  yang  ada  di lingkungan  masyarakat  terutama  
tentang  masalah pemanfaatan tanah timbul (Aanslibbing) 
khususnya yang ada di kota Makassar.  
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                                        BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
         Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, hingga saat ini masih 
banyak hal yang diatur  oleh UUPA namun  belum  dapat  dijabarkan  
lebih lanjut sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebagai  peraturan  
dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok 
dalam garis besarnya dalam hukum pertanahan/agraria. Untuk itu 
diperlukan pengaturan yang lebih rinci dalam berbagai bentuk  peraturan  
organik  baik  berupa  undang-undang  maupun  peraturan-  peraturan 
yang lain. Dari  sekian  banyak  hal  yang  belum  dijabarkan,  diantaranya  
adalah  hak milik  yang  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  20  sampai  
dengan  Pasal  27  UUPA. 
        Belum  ada  undang-undang  tersendiri  yang  mengatur  mengenai  
Hak  Milik,  yang memang perlu dibuat berdasarkan Pasal 50 ayat (1). Hak  
milik  dalam  suatu  sistem  hukum  merupakan  sendi  pokok  yang  akan  
menentukan  keseluruhan  sistem  tersebut.  Warna  dari  sistem  hukum  
yang bersangkutan untuk sebagian besar  adalah  bagaimana  pengaturan  
tentang hak miliknya. Bidang keagrariaan dapat dijadikan pedoman  
dalam pembahasan tentang hak milik yang pengaturannya dapat dijumpai 
secara tegas dan jelas dalam UUPA. Hal ini disebabkan karena disamping 
tanah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional juga 
merupakan obyek hukum yang paling vital dan kebutuhan hidup yang 
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paling primer bagi setiap orang dimana saja dan kapan saja. Akibatnya  
sebagaimana  yang  diketahui,  hak  milik  yang diatur dalam  bidang 
keagrariaan  merupakan  hak  milik  yang  tidak  berinduk  kepada  hak  
atas  tanah  lain, karena hak milik adalah hak yang paling penuh. Hak 
milik bisa merupakan induk dari hak-hak  lainnya,  selama  tidak  ada  
pembatasan-pembatasan  dari  pihak  penguasa, maka  wewenang  dari  
pemilik  tidak  terbatas. Seorang pemilik bebas dalam mempergunakan  
tanahnya5. Tetapi sebagai imbangannya, nilai  perlindungan  hukum  yang  
dihasilkan bagi para pemegangnya mengandung kadar kepastian yang  
dapat dikatakan paling tinggi. Banyaknya tanah di Indonesia yang masih 
belum jelas status kepemilikannya  merupakan pemicu konflik di dalam  
masyarakat, akibat  luasan dari konflik  tersebut  memunculkan  apa  yang  
biasa  disebut  dengan  sengketa.  Sengketa tanah  tersebut  melibatkan  
berbagai pihak baik antara instansi pemerintah dengan masyarakat  
maupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Salah  satu  bentuk  
tanah yang memicu konflik di masyarakat Indonesia adalah munculnya 
tanah timbul atau tanah oloran. 
Tanah tersebut merupakan sumber daya alam baru yang secara  
ekonomis potensial untuk pertanian tambak di wilayah Indonesia, namun 
demikian munculnya tanah timbul (aanslibbing) di tepi sungai  atau pantai  
tersebut  dapat menimbulkan kepemilikan  atas  tanah  oleh  masyarakat. 
 
5Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,  sinar Grafik, Jakarta, 
2006, Hal.  61. 
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Proses  terjadinya  kepemilikan  atas  tanah timbul  (aanslibbing)  adal ah  
melalui proses evolusi yang terjadi bertitik awal dari adanya tanah tak  
bertuan (res nullius). Pemerintah menyadari bahwa masalah pertanahan 
tersebut perlu ditangani dengan segera. Tanpa penanganan masalah 
secara komprehensif  dan  segera  mungkin  maka  sulit  bagi  bangsa 
Indonesia untuk membangun kembali tatanan kehidupan sosial, ekonomi  
dan politik yang sehat dan berkeadilan. 
Saat ini komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah 
pertanahan tersebut sudah mendapatkan legitimasi yang sangat kuat  
yaitu  dengan  disahkannya Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria 
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menetapkan prinsip-prinsip  
dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan sumber daya  
alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Ketetapan tersebut 
memberikan mandat kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan 
berbagai hal baik menyangkut upaya penataan peraturan dan perundang-
undangan maupun penataan  penguasaan, pemilikan, penggunaan dan  
pemanfaatan tanah yang kesemuanya diletakkan dalam kerangka  
membangun kesejahtraan rakyat yang berkelanjutan. 
Berdasarkan konstitusi bangsa Indonesia sudah sangat jelas 
bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk  
kemakmuran rakyat”. Pemahaman dikuasai oleh negara, berarti negara  
tidak memiliki, karena negara hanya sebagai organisasi kekuasaan  
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tertinggi  atas seluruh rakyat yang bersifat mengatur seluruh kepentingan 
masyarakat. Hak menguasai Negara hanya bersifat sementara yang mana  
peruntukannya  adalah  untuk  kepentingan  masyarakat,  bangsa  dan  
Negara  Republik Indonesia. 
Oleh karena itu mempermudah mengenai hak-hak penguasaan  
atas tanah menurut subyek hukum pemegangnya, diuraikan dalam Pasal  
2, menyebutkan, sebagai berikut: 
(1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan hal-hal yang 
termasuk dalam Pasal 1, maka bumi air dan ruang angkasa termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi 
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat; 
(2) Hak penguasaan tanah oleh negara dimaksud dalam ayat (1) Pasal  ini  
memberi wewenang untuk: 
a. Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan  
dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang (warga) dengan bumi, air, dan ruang angkasa 
tersebut; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi,air dan ruang angkasa. 
(3) Wewenang yang  bersumber pada  hak  menguasai  dari  negara 
tersebut pada  ayat  (2)  Pasal  ini  digunakan  untuk  sebesar-besarnya 
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kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesjahteraan, kemerdekaan  
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat 
adil dan makmur. 
(4) Hak menguasai tersebut dari negara di atas pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat hukum adat 
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 
menurut ketentuan peraturan pemerintah. Oleh  karena itu pengertian  
“dikuasai” bukan berarti “dimiliki”,  hal  mana negara  sebagai  organisasi  
kekuasaan tertinggi atas seluruh masyarakat menguasai tanah-tanah 
tersebut untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dalam 
rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
Hubungan hukum dan kekuasan dalam masyarakat tidak dapat  
dipisahkan, karena hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya,  
dan sebaliknya kekuasaan itu ditentukan batasan-batasannya oleh  
hukum atau dengan kata lain hukum tanpa kekuasan adalah angan-
angan, kekusaan tanpa hukum adalah kezaliman.  
Oleh karenanya kita membutuhkan hukum, sekali ditetapkan 
hendaknya pengaturan kekuasaan dipegang teguh, inilah inti kekuasaan  
harus tunduk pada hukum. Apabila tanah timbul/tanah negara tersebut 
mau dikelola berarti harus mendapat hak bagi si pengelola yaitu  disebut  
hak  pakai/hak  guna  usaha/hak  garap  atas  tanah timbul/tanah negara, 
dan bukannya dijual, akan tetapi dialihkan hak garapan tersebut oleh si 
penggarap. Adapun PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 1975, tentang 
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ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah Bab III Pasal 11 ayat 
(1), yaitu sebagai berikut: 
“maka pemerintah daerah hanya selaku pengawas pembebasan t anah 
dan pemberian ganti rugi,” 
Pasal 11 ayat (2),berbunyi: 
“Bahwa untuk keperluan swasta pembebasan tanah asasnya harus  
dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan pemberian ganti kerugian dengan berpedoman pada asas  
musyawarah mufakat sesuai dengan sila ke-IV pancasila”. 
A. Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara Dalam UUPA 
Tanah merupakan obyek hukum yang sangat dibutuhkan oleh  
manusia, karena tanpa tanah manusia tidak akan pernah bisa hidup. Hal  
ini disebabkan bahwa tanah sebagai tempat berpijak bagi semua umat  
manusia dan sekaligus sebagai tempat keberlangsungan hidup mausia, 
mulai sejak lahir sampai manusia meninggal pun membutuhkan tanah,  
sesuai dengan hukum kodrat alam dan hukum Allah, bahwa manusia 
diciptakan oleh  Allah berasal dari debu dan tanah. Maka oleh karena itu 
tanah adalah merupakan bagian hidup manusia. 
Disamping tanah merupakan kebutuhan hidup manusia dan bagian 
hidup manusia, tanah juga sebagai sentral pembangunan yang 
mempunyai nilai sentral pembangunan  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  
dan  bisnis.  
18 
 
Hal mana dapat kita pahami bahwa pembangunan  memerlukan 
tanah baik untuk usaha maupun  investasi  jangka  pendek,  menengah  
maupun  jangka  panjang.   Oleh  karena  itu sejalan  dengan  konstitusi  
bangsa  indonesia  yaitu  terdapat  dalam  UUD  1945, Pasal  27  ayat  (2),  
menyatakan  bunyinya  yaitu:  “setiap  warga  negara  berhak mencari 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi usaha kemanusiaan. Dengan  
demikian cukup wajar dan adil apabila pemerintah juga memberi  
perhatian yang proposional terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah  
hak sebagai  proteksi  bagi  rakyat  para  pemilik  tanah  guna  mendukung 
kehidupan ekonominya melalui program-program  pensertipikatan secara 
massal seperti pendaftaran  tanah  cara  sistematik  dan  proyek  ajudikasi  
yang  lebih  efektif  lagi tampak lesu.  
Berdirinya suatu negara harus memiliki beberapa persyaratan, 
diantaranya yaitu: harus  mempunyai  wilayah/daerah, harus mempunyai 
rakyat, harus mempunyai pemerintahan, dan adanya suatu pengakuan 
dari negara lain. Hal ini menunjukkan  kepada/bangsa  Indonesia  bahwa  
berdirinya  suatu  negara  tanpa salah satu syarat tersebut diatas, maka 
tidak dapat dikatakan adanya suatu negara, terutama rakyat, tanpa 
adanya rakyat tidaklah dikatakan adanya suatu negara. 
Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa tanah yang ada  
diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia harus dapat  dipergunakan  
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan  
demikian barulah penggunaan itu dapat bermanfaat, baik bagi yang  
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punya, maupun bagi masyarakat dan negara. Pendek kata hak milik ini  
haruslah disesuaikan pula dengan kepentingan masyarakat dan negara. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA memberi wewenang kepada negara  
berdasarkan hak menguasai dari negara untuk: 
1. Menentukan macam-macam hak atas tanah 
Macam-macam hak atas tanah ini diatur dalam Pasal 16 UUPA.  
Menurut Pasal 16 ayat (1) tersebut hak-hak atas tanah tersebut dapat  
dibagi menjadi tiga macam yaitu: 
1) Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu: hak milik, hak guna usaha,  
hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa. 
 2) Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yang disebut dalam  
Pasal 53, yaitu: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan  
hak sewa tanah pemerintah. 
3)  Hak-hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. 
2. Memberikan hak atas tanah kepada orang-orang, baik sendiri maupun  
bersama dengan orang-orang lain serta badan hukum.  
Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut tidak memberi penjelasan tentang 
tanah-tanah yang dapat diberikan kepada orang-orang, sehingga 
memberikan wewenang yang  luas  kepada  negara untuk mengambil  
tanah-tanah kepunyaannya perorangan  dan  masyarakat  hukum  adat  
untuk  selanjutnya  diberikan  kepada suatu subyek hukum. Agar 
dalam pemberian hak atas tanah itu tidak melanggar hak-hak 
perorangan atas  tanah  dan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat,  
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maka  wewenang  negara harus dibatasi secara ketat yaitu dalam 
memberikan hak atas tanah atau hak-hak  lainnya,  negara  dibatasi  
oleh  rambu-rambu  yang  tidak  boleh  dilanggar, yakni  tidak  boleh  
melanggar  hak  perorangan  atas tanah  dan  hak  masyarakat hukum 
adat dan tanah-tanah kepunyaan perorangan, tidak boleh diambil oleh 
negara  untuk  selanjutnya  diberikan  kepada  suatu  subyek  hukum  
dengan  dalil apapun,  kecuali  yang  dibolehkan  oleh  ketentuan  
hukum  yang  melalui  cara pencabutan hak atas tanah.  Tanah  yang 
dapat diberikan kepada suatu subyek hukum  hanyalah  terbatas  pada  
tanah  yang  belum  dilekati  dengan  suatu  hak atas  tanah,  yaitu  
tanah  yang  bebas  dari  kepunyaan  perorangan/masyarakat hukum 
adat. Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam  Pasal  16 jo  Pasal  
53 UUPA tidak bersifat  liminatif,  artinya  disamping hak-hak atas 
tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak  dimungkinkan lahirnya hak 
atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang6. 
3.  Wewenang  negara  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  tanah 
negara yang diatur dalam Pasal 8 UUPA. Pasal 8 UUPA berbunyi   
atas dasar  hak  menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam  
Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam 
bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang  ini pun tidak dibatasi oleh   
 
 
6Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Cetakan Ke-2, 
Edisi 1, Jakarta, Februari 2006, Hal. 89.  
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UUPA, sehingga berpotensi melanggar hak-hak perorangan atas  
tanah  dan hak masyarakat hukum adat atau tanah ulayatnya. Agar hal 
ini tidak  terjadi, wewenang negara untuk mengatur pengambilan 
sumber daya alam harus dibatasi secara ketat, yaitu tidak boleh 
melanggar atau  meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat dan 
warga masyarakat  untuk mengambil sumber daya alam yang ada di 
wilayah hukumnya yang dilindungi oleh hukum adat setempat. 
Pengambilan sumber daya alam yang ada di wilayah suatu masyarakat  
hukum adat tertentu, hanya dapat dilakukan oleh negara apabila ada 
persetujuan dari masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan.  
Tanpa  persetujuan  masyarakat hukum adat, negara dengan dalil 
apapun tidak dapat mengambil sumber daya alam di wilayah suatu 
masyarakat adat. 
Hubungan  hukum  antara  negara  dengan  tanah  melahirkan  hak  
menguasai tanah  oleh  negara7, hubungan  masyarakat   hukum  adat  
dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, hubungan antara  
perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah. 
Idealnya hubungan ketiga hak tersebut (hak menguasai tanah oleh  
negara, hak  ulayat,  dan  hak  perorangan  atas  tanah)  dijalin  secara  
harmonis dan seimbang. Artinya ketiga hak itu sama kedudukannya  
dan kekutannya dan tidak saling merugikan. Namun peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, memberi  kekuasan  yang  besar  
dan tidak  jelas  batasan-batasannya  kepada negara untuk menguasai 
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semua tanah yang ada di Indonesia. Akibatnya terjadi dominasi  hak  
menguasai tanah oleh negara terhadap hak ulayat dan hak perorangan  
atas  tanah.   
Sebagai contoh berdasarkan UU No.11 Tahun 1997, tentang 
ketentuan-ketentuan pokok  pertambangan,  dan  UU  No.  41  Tahun 
1999, tentang ketentuan pemberian hak guna usaha, hak 
pengusahaan hutan, dan kuasa pertambangan, yang diberikan diatas  
tanah ulayat, menyebabkan hilangnya sebagian tanah-tanah ulayat 
masyarakat hukum adat. Disini  UUPA memberi pemahaman bagi 
bangsa Indonesia bahwa tidaklah pada tempatnya negara itu bertindak 
sebagai pemilik tanah. Oleh karenanya Pasal 2 ayat (1) UUPA telah 
menyatakan dengan tegas dan tepat bahwa, “bumi, air, dan ruang 
angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya  pada  
tingakatan tertinggi dikuasai oleh negara”, maka  sesuai dengan 
pemikiran tersebut diatas pengertian dikuasai bukanlah dimiliki, akan 
tetapi  memberikan  kewenangan  pada  pemahaman  atau  pengertian 
yang memberi wewenang kepada negara sebagai kekuasaan  tertinggi  
atas  seluruh rakyat  untuk  mengatur  dan  memberikan  hak-hak  atas  
tanah  tersebut  kepada rakyatnya. 
 
  
7 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Citra Media, Yogyakarta, 
Februari 2007, Hal. 6 
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Landasan hukum utama terkait dengan pemberian hak atas tanah  (tanpa 
atau beserta bangunan) adalah UUPA sebagai penjabaran hak  
menguasai  dari negara, dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan  
wewenang  negara  untuk mengatur Tiga hal yakni: 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 
Wewenang ini berkenaan dengan rencana penggunaan tanah atau 
rencana tata  guna  tanah  atau  tata  ruang,  baik  secara  lokal  (  
provinsi, kota/kabupaten) maupun secara  nasional,  sebagaimana  
diatur  dalam  Pasal  14 UUPA, yang berbunyi: (1) Dengan  
mengingat ketentuan ketentuan  Pasal  2 ayat (2); (3), Pasal  9 ayat  
(2),  serta  Pasal  10  ayat  (1);  (2),  pemerintah  pemerintah  dalam 
rangka sosialisme indonesia, membuat suatu rencana umum, 
mengenai persediaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta  
kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya: 
a)  untuk keperluan negara; 
b) untuk keperluan peribadatan dan  keperluan-keperluan suci  
lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang maha esa; 
c)  untuk  keperluan  pusat-pusat  kehidupan  masyarakat,  sosial, 
kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan; 
d)  untuk keperluan perkembangan produksi pertanian dll;  
e)  untuk  keperluan  perkembangan  industri,  transmigrasi,  dan 
pertambangan.  
(2)  berdasarkan  rencana  umum  tersebut  pada  ayat (1) Pasal  ini  
dan mengingat peraturan-peraturan  pemerintah  yang 
bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan dan  
peruntukan dan  penggunaan  bumi,  air  serta  ruang  angkasa  
untuk  daerahnya,  sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. 
(3) peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat (2)  
Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan  mengenai  daerah 
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tingkat I dari presiden,  daerah  tingkat  II  dari  Gubernur  kepala  
daerah yang bersangkutan dan daerah tingkat III dari  Bupati / 
Walikota / Kepala daerah yang bersangkutan. Aturan  lebih  lanjut  
tentang  tata  ruang  in,  diatur  dalam  UU  No.  24 tahun 1992, 
tentang Tata Ruang. 
2. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan  hukum  antar  orang-orang  
dan peraturan-peraturan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa8. 
Hak menguasai tanah terdapat dalam UUPA, namun ada juga terdapat 
dalam UUPA  dikenal  mengenai  hak  bangsa  atas  semua  tanah  yang  
ada  di  wilayah Indonesia.  Hak  bangsa  dalam  UUPA  diatur  pada  
Pasal  1  ayat  (1);  (2);  (3); berbunyi: 
(1) Seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  kesatuan  tanah  air  dari  seluruh  
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 
(2) Seluruh  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  
yang terkandung  didalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  
sebagai karunia tuhan yang maha esa adalah bumi, air dan ruang 
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 
(3) Hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dan  bumi,  air  serta  ruang  
angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal  ini hubungan yang bersifat 
abadi9. 
 
 
  
8 Maria S.W Sumardjono, Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan, Kompas, Pt. 
Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, Hal. 38. 
 
9  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar 
PokokPokok Agraria, Pasal 1 Ayat (1); (2); (3).  
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Hak-hak penguasaan tanah itu tersusun dalam tata urutan (hirarki), 
sebagai berikut: 
1.  Hak bangsa Indonesia (Pasal 1). 
2.  Hak menguasi oleh negara atas tanah (Pasal 2). 
3.  Hak ulayat masyarakat hukum adat (Pasal 3). 
4.  Hak-hak perorangan terdiri dari: 
a.  Hak-hak atas tanah (Pasal 4). 
- Primer : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang  
diberikan  oleh  negara  dan  hak  pakai  yang diberikan oleh negara 
(Pasal 16). 
-  Sekunder:  hak  guna  bangunan  dan  hak  pakai  yang diberikan 
oleh pemilik tanah, hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak 
menumpang, hak sewa (Pasal 37). 
     b.  Wakaf (Pasal 49). 
          Hak jaminan atas tanah10. 
Apabila diuraikan dalam bentuk tabel mengenai ruang lingkup hak-hak 
penguasaan atas tanah menurut subyek hukum pemegangnya yaitu 
sebagai berikut: 
Hak-hak penguasaan atas tanah 
Oleh bangsa disebut hak bangsa 
Oleh negara disebut hak menguasai 
dari Negara 
Oleh masyarakat disebut hak ulayat 
(masyarakat hukum adat) 
 
 
 
 
10 Boedi Harsono, op cit, Hal. 267. 
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Hak-hak penguasaan 
atas tanah 
Oleh negara disebut hak 
menguasai dari Negara 
Hak milik 
Hak guna usaha 
Hak guna bangunan 
Hak lain 
Oleh masyarakat disebut 
Hak ulayat  
 
Kekuasaan (wewenang) negara yang bersumber pada hak menguasai 
tanah oleh negara terhadap tanah yang sudah dipunyai oleh orang 
dengan suatu hak (tanah hak), dibatasi oleh isi dari hak itu. Isi dari hak  
atas tanah berupa wewenang pemengang hak terhadap tanah yang  
dihaki yang diberikan oleh negara. Jadi, wewenang negara yang  
bersumber pada hak menguasai tanah oleh negara dibatasi oleh 
wewenang pemegang hak atas tanah yang diberikan oleh negara. 
 
B. Hubungan Individu Dengan Tanah Dan Dasar Hukum Individu 
Dapat Menguasai Tanah 
Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas  
dari segala tindak  tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan  
tempat, bagi manusia untuk menjalani dan metanjutkan kehidupannya. 
Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota  masyarakat 
sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang  
menyangkut tanah. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur 
hubungan antara manusia dengan tanah. Salah satu contoh hubungan 
individu dengan tanah yaitu: 
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1. Hak Milik 
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat  dan terpenuh yang dapat 
dimiliki  orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi 
sosial. Berdasarkan penjelasan Pasal  20 UUPA disebutkan bahwa sifat-
sifat dari hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah: 
a. Turun temurun 
Artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama 
pemiliknya masih hidup dan bila pemilaknya meninggal dunia, 
maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang 
memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. 
b. Terkuat 
Artinya  bahwa  Hak  Milik  atas  tanah  tersebut  yang  paling  kuat 
diantara  Hak-Hak  yang  lain  atas  tanah,  tidak  mempunyai  batas  
waktu tertentu, m udah dipertahankan dari gangguan pihak lain, 
dan tidak mudah hapus. 
c. Terpenuhi 
Artinya  bahwa  hak  milik  atas  tanah  memberi  wewenang  
kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas 
tanah  yang  lain, dapat  menjadi  induk  bagi  hak  atas  tanah  
yang  lain,  tidak  berinduk  pada hak  atas  tanah  yang  lain  dan  
penggunaan  tanahnya  lebih  luas  bila dibandingkan dengan hak 
atas tanah yang lain. 
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d. Dapat beralih dan dialihkan 
Beralih artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya 
kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan 
meninggalnya pemilik tanah, maka hak miliknya secara hukum 
berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya  
memenuhi  syarat  sebagai subjek Hak Milik. Dialihkan artinya 
berpindahnya  Hak  Milik  atas  tanah  dari pemiliknya kepada pihak 
lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh 
perbuatan hukum yaitu  jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan 
(Pemasukan) dalam modal perusahaan atau lelang11. 
Hak  milik  atas  tanah  dapat  terjadi  melalui  tiga  cara  sebagaimana  
yang  disebutkan dalam Pasal 22 UUPA yaitu: 
(1)  Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat. 
Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat akan diatur 
dengan peraturan pemerintah.  
Peraturan pemerintah yang diperintahkan disini sampai sekarang  
belum  terbentuk. Hak milik atas tanah ini juga dapat didaftarkan pada 
kantor pertananahan kabupaten/kota setempat untuk  mendapatkan 
sertipikat hak milik atas tanah. 
(2)  Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah. 
Hak milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah 
negara. Hak milik  atas  tanah  ini  terjadi  karena  permohonan  
pemberian  hak  milik  atas tanah  oleh  pemohon  dengan  memenuhi  
prosedur  dan  syarat  yang  telah ditentukan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia. 
(3)  Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. 
Hak  milik  ini  terjadi  atas  dasar  ketentuan  konversi  (perubahan)  
menurut UUPA sejak tanggal 24 september 196012. 
 
 
 11Urip Santoso, op cit,  Hal. 93. 
 12 Ibid, hal. 96.  
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C. Dasar Hukum Individu Dapat Menguasai Tanah 
     Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (1) UUPA, 
ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. 
Undang-undang yang diperintahkan disini sampai sekarang belum 
terbentuk. Untuk itu diberlakukan Pasal  56 UUPA, yaitu selama undang-
undang tentang hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah  
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan pereturan-peraturan  
lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA dan  prosedur  
pendaftaran  terdapat  dalam  PP  No.  24  tahun  1997,  tentang 
pendaftaran tanah. 
D. Pemberian Hak Atas Tanah Negara 
1. Pengertian Tanah Negara dan Tanah Hak 
Secara umum tanah dibedakan menjadi 2 yaitu tanah negara dan 
tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh 
negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak  lain diatas tanah 
tersebut.  
Tanah tersebut disebut juga tanah negara bebas.Penggunaan istilah 
tanah negara bermula  dari jaman Hindia Belanda. Sesuai  dengan  
konsep hubungan antara pemerintah Hindia  Belanda  dengan tanah  
yang berupa hubungan kepemilikan dengan suatu pernyataan  yang 
dikenal  dengan  nama  Domein  Verklaring  yang  menyatakan  
bahwa  semua tanah  yang  pihak  lain  tidak  dapat  membuktikan  
sebagai  hak  milik  adalah milik negara. Akibat  hukum  pernyataan  
30 
 
tersebut  merugikan  hak  atas  tanah  yang dipunyai  rakyat  
sebagai  perseorangan  serta  hak  ulayat  yang  dipunyai  oleh 
masyarakat hukum adat, karena berbeda dengan tanah-tanah hak 
barat, diatas tanah-tanah hak adat tersebut pada umumnya tidak 
ada bukti haknya. Adanya  konsep  domein  negara  tersebut  maka  
tanah-tanah hak milik adat disebut tanah negara  tidak bebas atau  
onvrij landsdomein karena sudah dilekati dengan suatu hak, tetapi 
diluar itu semua tanah disebut sebagai tanah negara bebas atau vrij 
landsdomein.  
Dengan demikian yang disebut tanah negara adalah tanah-tanah 
yang tidak dilekati dengan suatu  hak  yakni  hak  milik,  hak guna 
usaha,  hak guna bangunan, hak pakai atas  tanah  negara,  hak  
pengelolaan  serta  tanah  ulayat dan tanah wakaf. Adapun ruang 
lingkup tanah negara meliputi : 
a. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya 
b. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak 
diperpanjang lagi. 
c. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli 
waris. 
d. Tanah-tanah yang ditelantarkan 
e.  Tanah-tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum 
2. Tanah Negara yang dapat Diberikan Hak Atas Tanah 
    Tanah yang berstatus tanah negara  dapat dimintakan suatu hak untuk  
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kepentingan tertentu dan menurut prosedur tertentu. Tanah negara 
yang dapat dimohon suatu hak atas tanah dapat berupa : 
a. Tanah negara yang masih kosong atau murni. 
Yang  dimaksud  tanah  negara  yang  masih  murni  adalah  tanah 
negara yang dikuasai dan belum dibebani suatu hak apapun. 
b. Tanah hak yang habis jangka waktunya. 
HGU,  HGB,  dan  Hak  Pakai  mempunyai  jangka  waktu  yang 
terbatas.  Dengan  lewatnya  jangka  waktu  berlakunya  tersebut  
maka  hak atas tanah tersebut hapus dan belum dibebani suatu hak 
apapun. 
c. Tanah Negara berasal dari pelepasan hak oleh pemilik secara 
sukarela.   
E. Tanah Timbul (Aanslibbing)  
Tinjauan teori ini khusus untuk memaparkan tentang terjadinya 
Tanah  Timbul, pengendapan ditepi sungai maupun laut, menyebabkan 
bertambahnya tanah. Pertambahan tanah akibat dari pengendapan yang 
ada ditepi sungai maupun laut mulai menimbulkan  masalah. Hal tersebut 
terkait dengan hak pemakaian, penggunaan maupun kepemilikan dari 
tanah tersebut. Pertama yang perlu diperhatikan adalah pengertian dari 
tanah timbul itu sendiri. Ada beberapa penulis yang memberikan definisi  
mengenai tanah timbul, antara lain adalah : 
a. Menurut Soedarsono dan Tominaga, terjadinya Tanah Timbul 
dikarenakan sungai mengalirkan air bersama-sama sedimen yang 
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terdapat aliran air tersebut. Di bagian hulu kandungan  sedimennya  
tinggi, tetapi sesampainya  dibagian  hilir  terjadilah  pengendapan  
membentuk  endapan deluvial  atau  aluvial.  Dengan  terjadinya  
proses  sedimentasi,  maka terbentuklah daratan aluvial  yang  luas 
dan rata dan  berkembang  menjadi tempat berbagai kegiatan 
masyarakat13. 
b. Menurut G.Kartasapoetro, tanah timbul atau aanslibbing adalah  
tanah yang terjadi akibat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan 
oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah  
hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai 
dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan. Akibat 
berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah aanslibbing atau tanah 
timbul14. 
c. Menurut Boedi Harsono, definisi tanah timbul adalah tanah    
pantai/laut/sungai yang selalu mendapatkan penambahan  
tanah/tanah timbul baru. yang  disebabkan  oleh  aliran  sungai  
yang  membawa  endapan  tanah hasil  pengikisan  kemudian  
mengalami  pengedapan  yang  lama  kelamaan membentuk tanah  
 
  
13 http//peralihan hak atas tanah.html 
 
14 G. Kartasapoetra, Hukum tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan pendapatan tanah; 
Bina Aksara, Jakarta, 1998, Hal.  49.  
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di tepi pantai. Pengendapan ini secara alami memakan waktu  yang  
lama.  Pertumbuhan  ini  membentuk  tanah  baru  di  tepi  laut yang 
disebut lidah tanah atau aanslibbing.15. 
d. Menurut A.P. Perlindungan tanah timbul merupakan tanah yang  
terjadi karena penimbunan tanah di tepi pantai laut  yang  termasuk  
tanah ulayat dengan meminta izin kepada masyarakat hukum yang 
bersangkutan tanah timbul tersebut baik secara alami atau 
disengaja tidak menimbulkan hak atas tanah tetapi  harus  
mengajukan permohonan  untuk  mendapatkan  hak atas tanahnya 
kepada pemerintah16. 
 
Dari beberapa pengertian mengenai tanah timbul di atas 
menunjukkan Tanah Timbul yang terbentuk di tepi pantai disebabkan 
karena lumpur-lumpur yang dibawah arus sungai menuju laut 
dihempaskan kembali  ke  pantai oleh ombak  air  laut. Kemudian  lumpur  
tersebut  mengendap  di  pantai. Pembentukan Tanah Timbul terjadi 
karena proses alam dan bantuan manusia. Alam memiliki peran besar 
dalam mendukung  terjadinya Tanah Timbul . 
 
 
15 Riza Indria, Upaya penyelesaian sengketa tanah antara Desa mojo dan Desa 
Pesantren , Skripsi Undip, Semarang 2003 hal 18 
 
16 A.P  Parlindungan,  Menjawab  masalah  pertanahan  secara  tepat  dan  
tuntas,Mandar  Maju, Bandung, 1992, Hal. 67.  
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1. Proses terjadinya tanah timbul 
Proses terjadinya tanah timbul adalah tanah tersebut sebelumnya tidak 
ada  kemudian  karena  suatu  faktor,  terbentuklah  tanah  yang  baru  
yang terbentuk dari pengendapan material/pertikel tanah pada perairan 
laut. Dan ini belum  memiliki  suatu  hak  atas  tanah  tersebut  
sehingga  secara  otomatis dikuasai  langsung  oleh  negara  atau  
disebut  tanah  negara.   
Hal  ini  dapat dijelaskan  pada  penjelasan  umum  UU  No.  5  Tahun  
1960  butir  (2)  tentang peraturan Dasar Pokok Agraria, tanah negara 
adalah tanah yang tidak dimiliki dengan suatu hak oleh seseorang 
ataupun pihak lainnya. Sedangkan  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  
UUPA  bahwa  atas  dasar ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  
dan  hal-hal  yang  dimaksud  dalam Pasal  1  UUPA ;  Bumi,  air,  dan  
kekayaan  alam  lainnya  pada  tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara 
sebagai organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat. Berdasar ketentuan 
tersebut negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau 
badan hukum dengan suatu hak peruntukannya dan keperluannya. 
Pemilik  tanah  di  tepi  sungai   maupun  di  tepi  laut  mempunyai  hak 
penguasaan atas tanah pembawaan pasir atau lumpur pada 
pendangkalan laut atau sungai. Hak penguasaan atas tanah timbul 
baru dapat diakui sah apabila ada perbuatan yang  khusus yang mana 
tanah tersebut dikelola/ dikerjakan sendiri dan memberikan tanda 
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batas yang jelas. Sedangkan proses  terjadinya Tanah Timbul 
(aanslibbing) dapat terjadi karena 2 hal  yaitu : 
a. Proses alam 
1. Muatan sungai terlalu besar 
Karena meluapnya air sungai (banjir) tenaga air mampu 
mengangkat seluruh muatan maka tidak terjadi pengendapan 
bahkan mungkin terjadi pengikisan yang lama-kelamaan  
menimbulkan aliran sungai yang berganti arah (berbelok) dan 
menimbulkan tanah tumbuh. 
2. Terhentinya aliran sungai 
Terhentinya aliran sungai maka tenaga pengangkut tidak ada, 
karena  berat  jenis  muatan lebih  berat  dari  pada  berat  jenis  
air, terjadilah pengendapan dan lama kelamaan muncul tanah 
timbul. 
3. Aliran sungai terhadang 
Adanya material mengendap pada aliran sungai dapat 
mengganggu aliran sungai dan  dapat  menyebabkan  terjadinya  
pengendapan sehingga lama kelamaan muncul tanah timbul. 
4. Sungai yang makin melebar 
Jika sungai semakin melebar, maka aliran sungai menjadi 
tersebar yang mengakibatkan tenaga pengangkut yang  berasal  
dari aliran sungai berkurang dan terjadilah pengendapan yang  
lama kelamaan muncul tanah timbul. Pada  awalnya  tanah  
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timbul bisa terjadi karena proses alam, tetapi tindakan manusia 
bisa mempercepat terjadinya atau penambahan bentuk, jumlah 
dan luas tanah timbul.  
b. Perbuatan manusia 
Tanah yang timbul akibat dari perbuatan manusia, baik disengaja 
maupun tidak disengaja  misalnya : 
1. Vegetasi  tanaman  di  daerah  sekitar  danau  toba  berkurang,  
karena adanya penebangan/Pengundulan Hutan secara Illegal. 
mengakibatkan fungsi  hutan  sebagai  penyanggah  air  mulai  
berkurang  dan  ini  akan berdampak pada volume air di daerah 
danau toba menyusut, sehingga timbulnya permukaan daratan 
yang baru. 
2. Reklamasi, merupakan usaha memperluas tanah pertanian   
dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak  
berguna, contoh daerah rawa. Penggunaan lahan  dengan  cara  
reklamasi  ini  adalah dengan menimbun daerah sawah 
tersebut17. 
Dengan  berlakunya  UUPA  maka  tanah-tanah  timbul  yang  
kenyataannya makin  bertambah  luas,  telah  dinyatakan  dikuasai  
langsung  oleh  negara, yang  berarti  pendayagunaannya  diatur  
dengan  ketentuan-ketentuan pemerintah. 
 
17 Riza Idria, op cit. Hal. 20 
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F.  Kawasan Sempadan Pantai 
Sering kali penggunaaan istilah “pantai” dan “pesisir” tidak 
didefenisikan secara  jelas  dan  pasti.  Apabila  ditinjau  secara  yuridis  
tampaknya  kedua  istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas.  
Pemaknaan kembali kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk  
menghindarkan keraguan  dan  ketidakpastian, baik dalam  perumusan  
suatu  peraturan  maupun  dalam  pelaksanaannya.  Berikut  ini definisi 
‘pantai’ dan ‘pesisir’.  
“Pantai adalah daerah pertemuan antara  pasang tertinggi dengan 
daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan 
titik-titik pertemuan  antara  pasang  tertinggi  dengan  daratan. Garis 
pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu 
sendiri.” “Pesisir adalah  daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan 
pengaruh lautan. Ke arah daratan mencakup daerah-daerah tertentu  
dimana pengaruh laut masih terasa (angin laut, suhu, tanaman, burung 
laut, dsb). Sedangkan kearah laut daerah pesisir dapat mencakup 
kawasan-kawasan laut  dimana  masih  terasa  atau  masih  tampak  
pengaruh dari aktifitas didaratan (misalnya penampakan bahan pencemar, 
sedimentasi dan warna air)”18. 
Dari  definisi  pantai  dan  pesisir  tersebut.  Dapat  disimpulkan  
bahwa pengertian  pesisir  mencakup  kawasan  yang  lebih  luas  dari   
  
18file.upi.edu/.../sempadan_pantai-Dede_S.pdf  
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pengertian  pantai. Dalam konteks ini dapat pula antara ‘tanah pantai’ dan 
‘tanah pesisir’. Tanah  pantai  adalah  tanah  yang  berada  antara  garis  
surut  terendah  dan garis  air  pasang  tertinggi  sampai  jarak  tertentu  ke  
arah  daratan,  yang  disebut sebagai ‘sempadan pantai’. 
G.  Landasan Hukum 
Aturan-aturan yang mengatur tentang sempadan pantai dan  pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap kawasan pesisir pantai serta  aturan-
aturan yang mengatur tentang pengelolaan tanah timbul di pesisir pantai 
yang menjadi acuan dalam menentukan dasar hukum terhadap 
permasalahan tersebut: 
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 2004 Tentang 
Penatagunaan Tanah 
      Pasal 6 
      Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap: 
a. bidang-bidang tanah yang sudah  ada haknya baik yang sudah 
atau belum terdaftar; 
b. tanah negara;  
c. tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 9 
(1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi 
status hubungan hukum atas tanah. 
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi 
status hubungan hukum atas tanah  sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal  6 yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan 
ruang. 
Pasal  12, menyatakan ; 
 “Tanah  yang  berasal  dari  tanah  timbul  atau  hasil  reklamasi  di  
wilayah  perairan  pantai,  pasang  surut,  rawa,  danau,  dan bekas 
sungai dikuasai langsung oleh negara.” 
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      Pasal 15 
“Penggunaan  dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan 
bidang-bidang tanah yang berada disempadan pantai, sempadan 
danau,  sempadan  waduk,  dan  atau  sempadan  sungai,  harus 
memperhatikan :  
a.kepentingan umum;  
b.keterbatasan  daya  dukung,  pembangunan  yang  berkelanjutan, 
keterkaitan  ekosistem,  keanekaragaman  hayati  serta kelestarian 
lingkungan.  
 
Maksud dan tujuan dari Pasal 6, 9, 12, 15 adalah 
Tanah timbul merupakan tanah negara, yang mana peruntukan  
pemanfaatan tanah  tersebut  diatur  oleh  pemerintah  berdasarkan  untuk  
kepentingan umum dan  keterbatasan   potensi  alam  tersebut,  kebijakan  
ini tidak  mempengaruhi hubungan  hukum atas tanah yang telah ada 
haknya, baik yang belum maupu yang telah terdaftar, 
Surat  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  
410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi 
pada poin ke-3, menyatakan : 
“Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi 
danau/situ, endapan  tepi  sungai,  pulau  timbul  dan  tanah  timbul  
secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai 
oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan  serta  penggunaannya  
diatur  oleh Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  
sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku” 
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Pada poin ke-4, menyatakan : 
“Sehubungan  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas  maka  para  Kepala  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera  
melakukan inventarisasi  tanah-tanah  timbul  dan  tanah  hilang  yang  
terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada  
sertipikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi  
sebelumnya  harus  diberi tanda-tanda  batasnya  sehingga  bisa  
diketahui  luas  tanah  yang  nantinya selesai direklamasi.” 
Pada poin ke-5, menyatakan : 
“Selanjutnya kepada para pemohon hak atas  tanah-tanah  timbul tersebut 
dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku.” 
Maksud dan tujuan dari poin ke -3, 4, 5 adalah: 
Tanah  timbul  adalah  tanah  negara  yang  harus  didata  seberapa  luas  
tanah timbul  tersebut  oleh  kepala  Kantor  kota  setempat  (Bengkulu)  
dan apabila masyarakat ingin mengajukan permohonan agar segara 
ditindaklanjuti apabila persyaratan  administrasi  sudah  terpenuhi  sesuai  
dengan  peraturan  perundang yang berlaku. 
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  
tentang Pendaftaran Tanah 
Pasal 26  
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Ayat (1) menyatakan ;  
“yang  diumumkan  pada  dasarnya  adalah  fisik  dan  data  yuridis  yang  
akan  dijadikan  dasar  pendaftaran  bidang  tanah  yang bersangkutan. 
Untuk  memudahkan  pelaksanaannya,  dalam  pandaftaran  tanah secara  
sistematik  pengumuman  tidak  harus  dilakukan  sekaligus mengenai  
semua  bidang  tanah  dalam  wilayah  yang  telah ditetapkan, tetapi dapat 
dilaksanakan secara bertahap. Pengumuman pendaftaran tanah secara 
sitematik selama 30 hari dan  di  pengumuman  pendaftaran  tanah  
secara  sporadik  60  hari dibedakan  karena  pendaftaran  tanah  secara  
sistematik ini merupakan pendaftaran tanah secara massal yang diketahui 
oleh masyarakat  umum  sehingga  pengumumannya  lebih  singkat, 
sedangkan  pengumuman  pandaftaran  tanah  secara  sporadik sifatnya 
individual dengan ruang lingkup terbatas”. 
Maksud dan tujuan dari Pasal 26 diatas adalah bahwa masyarakat  ingin  
mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah  timbul  tersebut, bidang  
tanah    yang  akan  diajukan  harus  dimumkan  tujuannya  adalah  bahwa  
tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tidak diganggu gugat atas 
penguasaan dan penggunaan tanah timbul tersebut. 
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang : 
Pasal 1 
Ketentuan Umum 
( Penjelasan tentang Ruang, Tata Ruang, Struktur Ruang, Pola Ruang dll) 
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Pasal 7 
Ayat (1) menyatakan : 
“Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar–besar 
kemakmuran rakyat” 
Ayat (2) menyatakan : 
“Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), 
negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang 
kepada pemerintah dan pemerintah daerah” 
Ayat (3) menyatakan : 
“Penyelenggaraan  penataan  ruang  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 
(2) dilakukan dengan tetap  menghormati hak yang dimiliki orang  sesuai  
dengan  ketentuan  peraturan  perundang –undangan”. 
Maksud dan tujuan dari Pasal 1, 7 adalah : 
Tanah  negara  yang  berada  di  daerah  kabupaten  atau  kota  
penyelenggaraan penataan  ruang  kewenangannya  diserahkan  kepada  
daerah  masing  -  masing dengan tetap menghormati hak yang dimiliki 
orang atau masyarakat setempat yang bertujuan untuk untuk sebesar – 
besarnya kesejahteraan masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Berdasarkan judul yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian 
di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dalam 
hal ini penulis melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Barombong dan 
wilayah pemukiman tanah timbul tersebut. 
B. Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah semua baik hasil kualitatif dari karakteristik tertentu 
mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. 
C. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1.  Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu : 
a. Data primer, Jenis data primer adalah data yang  bersumber dari 
penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan 
yaitu : 
1. Kantor Kelurahan Barombong. 
2. Masyarakat setempat yang sudah lama berdomisili di daerah 
tersebut. 
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b.  Data  sekunder  adalah  jenis  data  yang  bersumber  dari 
penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak 
langsung dari sumber pertamanya,  melainkan  bersumber  dari  
data  yang  sudah  terdokumentasi dalam  bentuk  bahan-bahan  
hukum  maupun  non  hukum.  Bahan-bahan hukum  terdiri  dari  
bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan 
hukum tersier. Bahan-bahan non hukum merupakan data sekunder 
yang  diperlukan  untuk  mendukung  dalam  penelitian  yaitu  
bahan-bahan lain  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.   yaitu  
data  yang  telah  ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. 
Termasuk dalam kelompok ini adalah dokumentasi, peraturan-
peraturan pemerintah, dan lain-lain. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: Metode penelitian empiris. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  
hukum  empiris  dapat  dilakukan dengan teknik observasi, dan 
wawancara. 
1. Observasi/ Pengamatan 
Teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dapat 
dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam  hal  ini  peneliti  
melibatkan  diri secara aktif dan ikut melakukan apa yang dilakukan 
oleh pelaku yang diteliti.  
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2. Wawancara  
Wawancara dengan pedoman adalah suatu teknik untuk 
mengumpulkan informasi dari semua pihak, baik dari anggota  
masyarakat ataupun praktisi hukum yang berhubungan  dengan  hak 
penguasaan atas  tanah  timbul  yang berada  di  wilayah  Kelurahan 
Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dengan 
menggunakan  metode  ini  diharapkan  data  yang  diperoleh  akurat  
dan  tepat dalam penyusunan skripsi ini. 
E. Analisis Data  
Analisis data  (analizing)  adalah proses menguraikan data dalam 
bentuk penguraian kalimat dengan baik dan benar sehingga  mudah  
dibaca  dan  diberi  arti  bila  data  tersebut kualitatif; Hasil analisis  data  
memudahkan  pengambilan  kesimpulan  baik  secara  induktif atau 
deduktif. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. SEJARAH PENGUASAAN TANAH TIMBUL KELURAHAN 
BAROMBONG 
Tanah timbul di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota 
Makassar sudah sejak lama penggunaannya oleh masyarakat setempat 
yaitu sejak tahun 1960-an. Luas tanah timbul hingga saat ini ± 50 hektar 
dan diperkirakan setiap tahunnya mengalami perluasan tanah hingga 6-7 
meter dari pantai.  
Pada awalnya, pengaturan penguasaan tanah timbul di Kelurahan 
Barombong masih berdasarkan hukum adat yaitu adanya lahan-lahan dari 
tanah timbul tersebut yg dihibahkan atau dihadiahkan kepada para 
pemangku adat yang ada di Barombong. Hal ini yang kemudian turun-
temurun diwariskan kepada keluarganya masing-masing hingga sekarang. 
Latar belakang pengguna tanah timbul sebagian besar digunakan 
oleh penduduk asli Kelurahan Barombong dan sekitarnya. Pada awalnya 
sebagian dari mereka sudah memiliki tanah dan sebagian yang lain belum 
memiliki tanah. Dan penguasaan tanah mereka ini terpelihara, tidak 
beralih status kepemilikannya kepada orang-orang pendatang atau yang 
berasal dari luar daerah Barombong. Namun hal ini tidak bertahan 
seterusnya dikarenakan sebagian tanah sudah diperjualbelikan sehingga 
orang-orang luar pun telah tinggal di tanah timbul Barombong. 
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Selain data di atas yang penulis kumpulkan dari berbagai 
narasumber, penulis juga mendapatkan data dari Bapak Kaharuddin 
selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Barombong, 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar mengenai posisi atau letak tanah 
timbul adalah sebagai berikut. 
1. RW 001 : RT 001 terdapat 100 KK dan lahannya sebagian kecil 
digunakan sebagai pusat pelelangan ikan. Sebagian lainnya 
digunakan untuk pemukiman penduduk dan sebagiannya lagi 
digunakan untuk bercocok tanam seperti menanam sayur-sayuran 
dan palawija. 
Pada wilayah RT 001, sebagian besar sudah memiliki hak milik, hal 
ini dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah. Dengan demikian, 
warga merasa lebih tenang dan nyaman karena mereka sudah 
mendapatkan jaminan kepastian hukum. Dengan kepemilikan 
sertifikat tersebut, para warga bisa mendapatkan tambahan modal 
dengan menjaminkan sertifikat tersebut pada Bank.  
2. RW 002 : RT 005 dan RT 006 terdapat 75 KK hanya digunakan 
sebagai tempat tinggal. Hal ini dikarenakan keterbatasan wilayah 
tempat tinggal mereka yang jarak antara rumah dengan rumah 
yang lain sangat padat sehingga tidak memungkinkan mereka unuk 
bisa bercocok tanam. mereka yang menempati wilayah tersebut 
hanya sebagian kecil yang memiliki sertifikat.  
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3. RW 003 : RT 001 terdapat 30 KK, dengan sebagian lahan dipakai 
bercocok tanam juga terdapat stadion olahraga air. Sebagian besar 
tanah yang lain masih belum digarap sama sekali. Stadion yang 
dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diwilayah ini, 
tanahnya sudah mengalami pembebasan lahan dengan pemberian 
kompensasi bagi setiap kepala keluarga khususnya bagi mereka 
yang telah memiliki sertifikat tanah. 
4. RW 004 : RT 005 terdapat 40 KK yang kesemuanya masih dalam 
proses mendapatkan sertifikat. Mereka cenderung pasif dan hanya 
menunggu pihak Kelurahan memfasilitasi mereka untuk 
memproses terbitnya sertifikat tanah tersebut. Selain itu sebagian 
mereka masih menganggap bahwa tidak perlu mendapatkan 
sertifikat. 
5. RW 010 : RT 001 terdapat 20 KK. Selain sebagai tempat tinggal, 
tanah disekitar rumah mereka masih luas untuk digarap tetapi 
masih sebagian kecil yang dimanfaatkan dengan baik misalnya 
bercocok tanam sayur-sayuran, sedangkan tanah lainnya dibiarkan 
saja kosong ditumbuhi oleh rumput dan semak belukar. Dalam hal 
status kepemilikan, sebagian warga sudah bersertifikat dan 
sebagiannya lagi belum mendapatkan sertifikat. Hal ini sama 
seperti warga yang ada di RW 004 RT 005, warga cenderung 
bersifat apatis dalam hal pemilikan sertifikat.  
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B.  POLA PEMANFAATAN TANAH TIMBUL KELURAHAN BAROMBONG 
Tanah timbul (Aanslibbing) atau disebut tanah tak bertuan atau 
disebut tanah Negara bebas menjadi hal yang sangat menarik ketika 
permukaan tanah menjadi sempit karena pertumbuhan manusia dengan 
pembangunannya yang bergerak sangat pesat dan tak terkendali. Tanah 
timbul menjadi fenomena yang seharusnya mampu memberikan nilai 
ekonomis bagi warga yang tinggal di pesisir pantai. 
Tanah yang merupakan anugerah Tuhan seharusnya bukan 
menjadi lahan basah para mafia tanah untuk menguasai dan menjual 
dengan alasan investasi kepada warga bukan pesisir pantai.  
Agraria terbagi atas dua aspek, yaitu aspek penguasaan atau 
pemilikan dan aspek pemanfaatan atau penggunaan. Sedangkan kategori  
status tanah terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok utama 
merupakan bidang tanah yang sudah ada atau sudah dilekati hak dan 
bidang-bidang tanah yang belum ada haknya.  
Pantai barombong terbentuk tanah timbul akibat sedimentasi yang 
dibawa oleh arus sungai Jeneberang sepanjang tahun. Terutama di 
musim penghujan. Tanah timbul di pantai Barombong yang cukup luas itu 
memerlukan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang 
berpeluang menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Hal ini telah 
dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Kelurahan Barombong, 
sehingga polemik yang terjadi selalu dapat terselesaikan secara 
kekeluargaan.  
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Bentuk pengolahan tanah timbul di pantai Barombong dan cara 
pemanfaatan lahan dilakukan secara turun temurun selama puluhan 
tahun. Status penguasaan atau kepemilikan tanah di pantai Barombong 
sebagian besar sudah berstatus hak milik. Tanah timbul diakibatkan 
sedimentasi dari daerah hulu sungai dan bermuara di pantai dan tertahan 
sebagian oleh adanya vegetasi mangrove yang telah direhabilitasi oleh 
adanya factor arus laut yang mendukung terjadinya endapan.  
Pola penguasaan serta pemilikan hak atas tanah timbul di 
Kelurahan Barombong berdasarkan atas budaya masyarakat setempat 
dengan membuka tanah dan menetap pada tanah yang belum dilekati hak 
(Tanah Negara/Tanah Kosong), diberdayakan dan dikelola secara rutin 
untuk mencukupi kebutuhan hidup serta digunakan sebagai pemukiman. 
Tanah yang di kelola tersebut luasan daratannya semakin lama semakin 
bertambah (Tanah Timbul).  
Adapun bentuk pemanfaatan tanah timbul di Kelurahan Barombong 
ada yang menggunakan sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, dan 
pemerintah setempat memanfatkan tanah timbul ini untuk memfasilitasi 
masyarakat dengan membangun pelelangan ikan, sehingga roda 
perekonomian masyarakat Barombong dan kemudahan hidup masyarakat 
menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bahkan pantai Barombong sekarang 
telah dilirik oleh Pemerintah Provinsi untuk menjadi pusat kegiatan 
olahraga air dan wisata pantai dengan dimulainya pembangunan stadion 
yang letaknya di pantai Barombong di atas tanah timbul tersebut.  
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Tanah timbul di pantai Barombong sebagiannya telah lama 
dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Kementrian 
Perhubungan dengan mendirikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu 
Pelayaran (BP2IP) yang ada di Barombong. Berdasarkan letak dari 
sekolah ini, separuhnya dibangun di atas tanah timbul yang waktu itu 
belum ada kepemilikannya secara pribadi oleh masyarakat atau masih 
berstatus tanah Negara.  
Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi melakukan pembebasan 
lahan milik masyarakat yang sudah bersertifikat untuk pembangunan 
stadion olahraga sebagai pusat olahraga air di Kota Makassar yang 
hingga kini belum rampung proses pembangunannya.  
C.  HAK PRIORITAS PADA TANAH TIMBUL 
 Hak prioritas adalah hak menguasai tanah yang diberikan kepada 
penduduk asli setempat. Berkenaan dengan munculnya tanah timbul di 
tepi sungai dan pantai yang dikenal dengan isilah tanah oloran, sampai 
saat ini belum diatur secara eksplisit atau tersurat dalam suatu peraturan 
perundangan tertulis, tetapi dalam disimpulkan dari ketentuan pasal 33 
ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 
yang menyatakan bahwa : atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, 
bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di 
dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  
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Hak prioritas tanah timbul atau lidah tanah menurut UUPA 
seharusnya digunakan atau dimanfaatkan oleh penduduk asli yang sejak 
awalnya sudah terlebih dulu berdomisili di wilayah tersebut sehingga 
tidak membuka kesempatan bagi warga yang berasal dari domisili lain 
untuk memanfaatkan tanah tersebut. Hal ini juga terjadi demikian pada 
tanah timbul yang ada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, 
Kota Makassar sebab hampir semua penduduk yang mendiami kawasan 
tanah timbul tersebut merupakan warga asli yang berdomisili di wilayah 
Barombong. Mengenai status kepemilikan tanah ini oleh pemerintah 
memfasilitasi masyarakat untuk pengurusan dalam rangka mendapatkan 
sertifikat guna memperoleh status hak milik.  
D. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMANFAATAN TANAH 
TIMBUL DI KELURAHAN BAROMBONG, KECAMATAN 
TAMALATE, KOTA MAKASSAR 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang memiliki keterkaitan 
tentang tanah timbul seperti uraian diatas adalah : 
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 
Pasal 12, menyatakan ; 
" Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah 
perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai 
langsung oleh negara. " 
Arti kata dikuasai oleh negara pada Pasal 12, bukan berarti "menguasai"   
itu"   memiliki"   karena   Peruntukannya   hanya   untuk "kesejahteraan" 
dan "Kemakmuran rakyat banyak" hal ini tercermin dari UUD 1945. 
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Pasal 33 ayat (3), menyatakan : 
" Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat "36 
Karena itu sangatlah jelas bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah 
Kesatuan Republik Indonesia adalah diperuntukkan bagi kemakmuran dan 
kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. 
Selanjutnya Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No. : 410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah 
Timbul dan Tanah Reklamasi, jakarta 9 Mei 1996 Terdapat 6 poin, 
diantaranya yang terkait dengan hal ini adalah: 
 
Undang - undang Dasar 1945 Bab XIV, Pasal 33 ayat (3) 
 
Pada poin ke-3, menyatakan : 
 
"Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi 
danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara 
alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh 
negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur 
oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku" 
 
Pada poin ke-4, menyatakan : 
 
 " Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukann 
inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara 
alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertipikatnya agar 
disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus 
diberi tanda-tanda batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang 
nantinya selesai direklamasi." 
 
Pada poin ke-5, menyatakan : 
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" Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut 
dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku." 
Kemudian dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai kesempatan hak 
setiap warga negara indonesia untuk memperoleh hak atas tanah. Hal ini 
terdapat dalam ketentuan Pasal   9 ayat (2) UUPA dan bunyinya di bawah 
ini sebagai berikut : 
" Tiap warga negara indonesia, baikpria maupun wanita mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta 
untuk mendapatkan manfaat dan hasil bagi diri sendiri maupun 
keluarganya" 
Undang-undang diatas merupakan dasar hukum dalam menganalisa 
pengakuan hak kepemilikan tanah, ada beberapa pendapat tentang status 
hak penguasaan tanah timbul oleh masyarakat yaitu : 
 
 
Adapun syarat - syarat dapat dilakukannya pembukuan hak atas lahan 
adalah sebagai berikut : 
1. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan 
dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau 
lebih secara berturut - turut; 
2. Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut 
selama ini tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan 
dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa kelurahan yang 
bersangkutan 
3. Bahwa hal - hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang - orang yang 
dapat dipercaya; 
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4. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk 
mengajukan  keberatan  melalui   pengumuman   sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 
5. Bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal - 
hal yang disebutkan diatas. 
 
Kebijakan pemerintah daerah setempat dalam pemanfaatan tanah 
timbul di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar 
sebagian besar pemanfaatannya selain digunakan untuk pemukiman 
penduduk, sebagiannya lagi digunakan untuk fasilitas umum  antara lain 
pusat pelelangan ikan, mendirikan sekolah pelayaran BP2IP Barombong, 
pembangunan stadion olahraga air, kawasan wisata laut, reklamasi pantai 
dan selebihnya masih berupa tanah kosong.  
Tidak hanya itu, pemerintah juga cukup tanggap dalam memfasilitasi 
masyarakat dalam memperoleh status hak milik dengan menerbitkan 
sertifikat dan juga mampu menjadi mediator apabila terjadi perselisihan 
hak atas tanah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, maka penulis 
menyampulkan beberapa hal sebagai berikut. 
1. Status penggunaan tanah timbul oleh masyarakat di Kelurahan 
Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagian besar 
telah menjadi hak milik dengan kepemilikan sertifikat tanah dari 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar dan sebagian 
lainnya masih dalam proses penyelesaian sertifikat. 
2. Pemerintah daerah Kota Makassar telah membuat kebijakan yang 
baik atas pemanfaatan tanah timbul di Kelurahan Barombong, 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Hal ini terbukti oleh 
dibuatnya sarana atau fasilitas umum untuk warga setempat pada 
khususnya, serta warga daerah kota Makassar pada umumnya. 
 
B.  Saran 
1.  Pemerintah setempat dalam hal ini Kelurahan Barombong, 
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar kiranya lebih tanggap 
dalam pendataan warga yang belum memiliki sertifikat atas tanah 
yang ditempatinya agar setiap warga bisa mendapatkan 
perlindungan hukum berupa hak milik. 
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  2.  Pemerintah Kota Makassar bersama Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Makassar dalam hal ini memfasilitasi warga dengan 
mengadakan penyuluhan sadar hukum dalam hal pentingnya status 
kepemilikan tanah yang dimilikinya. 
3.    Pemerintah Kota Makassar sebaiknya merancang Peraturan Daerah 
(Perda) mengenai penatagunaan tanah timbul agar dapat 
terorganisir dengan baik sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 
Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat. 
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